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TENTANG

PETA JABATAN ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

-

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. setiap instansi
Pemerintah wajib melaksanakan analisis jabatan dan
analisis beban kerja sebagai prasyvarat untuk menyusun peta
jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan Aparatur
Sipil Negara;

bahwa sebagai dasar dalam mclaksanakan penataan
Aparatur Sipil Negara guna menjamin efektivitas dan
efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peta Jabatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Peta Jabatan Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah ‘lngkat 1l di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9] sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1939 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820):



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477); '
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6264);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Peta Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA - Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
digunakan sebagai syarat pengajuan usulan Penetapan

Kelas Jahatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten hapuas
Hulu.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal ¢ Juli 903
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I Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di
Jakarta;
U.p. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya

Manusia Aparatur;

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:

. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak:
U.p. Kepala Biro Hukum:
Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat di Ponnianak;
Inspektir Prapinsi Kalimantan Barat di Pontianak:

_Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
Organisasi Perangkat Daerah vang bersangkutan untuk diketahui.
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